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BUPATI WIAS UTARA,

Menim bang : a. bahwa dengan beriakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
maka kepada daerah diberi kewenangan untuk
mengatur penyelene_garaan Pemerintahan Desa;

b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa = adalah

Lembaga yang dibentuk . oleh masyarakat Deésa

" sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

maka ketentuan jyemng mengatur tentang Badan

Permusyawaratan- Desa ditetapkan dengan

Peratoran Daerah; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu

mem bentuk Peratuiiran Daerah tentang Badan

Permusyawaratan Desa .dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Femerimiahan Daerah {Lembaran Negara Republik
budonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembe ran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun _2004 tentang Pemerintahan
Daerah ({Lembaran Negawa Republik Indonesia

_Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan I_.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indmesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
Undan gUndang Nomor 12 Tahun 2011 . tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomeor 82, Tambahan ILembaran Negara Republik
indon ecia Nomor 5234}:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraiuran Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan = {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomwor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
fentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyclenggaraan Pemeriniahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4563}; '

Pergtiran Pem erintah Nomor 38 TRuun 2007
ftentang Pem bgemn Urusan Pemerintahan Antara
Pemerinitah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
MNom .or 4737};
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara

Pelaporan dan Pertanggun gy —awaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

. DEWAN PERWAKILAIY RAKYAT DAERAH KABtJPATEN NIAS (JTARA.
. dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSK AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA  DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas oionomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

* Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemnerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelehggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Nias Utara.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutniva disebut DPRD
adalah I embaga Perwakilen Raicyat Deeralh  sebagar  unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Kecamatan adalah wilayah kep Cz ma sebagai Ferangkat Daerah
Kabupaten.

Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagat Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebaga1
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga  yang méru:pakan perwujudan demokrasi’ dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Perangkat Desa adalah terdiri ‘dari Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa lainnya.

Perangkat - Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa

yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis lapangan seperti

Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau
dengan sebuian lain.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menpeurus kepentingan
iasyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistsm Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehirahan adalah wilayah kerja. lurah sebagai perangkat daerah

kabupaten dan atau daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan. -
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Képala Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa
yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Desa sepanjang
tidak bertentangan dengan k epentingan unum maupun peratu ran
peirundang-undangan. -

Kepu’-ausan- Lurah adalah semua keputusan vyang merupakan
pelaksanaan dari  kebijaksanaan pemerintah ‘atasannya dan
kebijaksanaan I{epala Kelurahan yang m .enyangkht pemerintahan dan
pembangunan  kelurahen sepanjang -tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
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iembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang dilvenuuis
cleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupak s miiva
pemerintah desa dan atau membantu pemerintah Kelurahan dalam
memberdayakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingi<at. APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, vang
dlitetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
BADAIY PERMUSYAWATIRATAN DESA

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Anggota BPD adalah .wakil dari penduduk desa bersangkutan’
berdasarkan keterwakilan wilayah vang *ditetapkanh . dengan cara
musyawarah dan mufiakat..

Keterwakllan wilayah sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) beras ‘al dari
masing-masing dusun di Desa yang bersangkutan.

Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ferdiii daii
pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokch atan
pemuka masyarakat lainnya serta sedapat mungkin ada keterwalkilan
perempuan apabila di Desa yang bersangkutan ada yang wmemenuhi
syarat.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya. 4

Pa-sal 3

Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD yaitu :

a.

o

g ]

berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tirigkat Pertama
(SLTP) atau sederajat;

berumur sekurang-kurangn ya 25 tahun dan sctinggiting_cinya 56
tahun;

sehat jasmani dan rohani;

tidak sedang menjalani hukuman atau_terdak wa;

tidak pernah dihukum- karena melakukan tindak pidana kej ahata-*
dengan hukuman paling singkat S (limaj tahun;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunval kekuatan hukum tetap;
bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
terdaftar secara sah sebagai warga desa seterapat;
bertempat tinggal di desa yang berse ngkutan sekiwrsmghkicanzmya &
{enams ) bulan terakhir dan tidak ter putus-pu tus.



Pasal 4

Jumlah anggota BPD diuretapkan dengan jumiah ganjl, paling sedikit 5
(ima} orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan
jum.lah penduduk desa denga .n ketentuan :

a.  jumlah penduduk s/d 1000 pwa = 5 anggota BPD -

b.  jumlah penduduk antara 1001 jiwa s/d 1500jiwa =7 anggota BPD

¢.  jumlah penduduk antara 1501 jiwa s/d 2000 jiwa =9 anggota BPD

d. jumlah penduduk di atas 2000 jiwa = 1 anggota BPD

BAB Il
KEATIGGOTAATY DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

{1 Dimpinah BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil
Ketua, dan 1 (satu} orang Se.kretdris.

(2) ~ Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1p1l1h dari.dan
oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan
secara khusus.

{3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh
zanggota tertua dan dibantu cleh anggota termuda.

Pasal &

Untuk meningkatk an efektivitas kerja anggota BPD dalam pelaksanaan
kerjanya dapat dibagi dalam beberapa kelompok bidang yiang disesuaikan
dengan kebutuhan, sittasi dan kondisi desa yang bersangkutan seperti
bidang pemerintahan, pemban,cunan dan sosial kemasyarakatan.

BAB IV
MEKATVISME MUSYAWARAH MUFAEZAT
PENETAPAT ¢ ANGGOTA BPD .

Pasal 7 .
{1) Enam bulan sebelum berakhimmya masa jabatan anggota BPD,
Pimpinan BPD menyam paikan kepada Kepala Desa setempat unituk
‘memfasilitasi musyawarah mufakat di desa yang bersangkutan
untuk m enetapkan anggota BPD yang baru '
(2) Penyam paian pemberitah uan sebagcur“a na dmaksud daban ayat (
ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disempaik an kepada Bupat
melalui Camat setempat.
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Untuk menetapkan cbn anggota BPD, masing-masing Kepala
Dusun di desa yang bersangkutan melaksanakan musyawarah
untuk memilih caion anggota BPD yang mewakili masing-masing
dusun sclambat-lambatnya 7 {tujuh) ‘“’hl setelah adanya instruksi
dari Kepala Desa tentang pengangkatan amggota BPD - di desa
setempat.

Hasil musyawarah di masing-masing dusun tersebut disampaikan’
kepada Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7
(fujuh) hari seteiah diadakannya musyawarah di masing-masing
dusun.

Kepala Desa beserta perangkatnya mengadakan penelitian
administrasi terhadap usul calon anggota BPD dari masing-masing
dusun yang ada di wilayahnya dan men_sumumkan hasil penelitian
tersebut di desa dan tembusannya disampaikan- kepada Bupati
melalui Camat setempat.

Apabila berdasarkan. penelitian administrasi terdapat calon yang
tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 maka
Kepala Desa men,cinstruksikan kepada Kepala Dusun yang calon

-anggota BPDnya tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan -

musyawarah mufakat dalam rangka memusyawarahkan anggota
BPD yang baru.

Setelah penelitian administrasi dilakukan oleh Kepala Desa terhadap
calon anggota BPD, maka Kepala Desa mengadakan musyawarah
dan mufakat dengan seluruh masyarakat desa untuk menyepakati
calon-calon anggota BPD yang telah diusulkan berdasarkan
perwakilan wilayah dan hasil musvawarah mufakat tersebut
dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati
melalui Camat setempat.

Pasal 8

Peresmian anggota BPD ditetapken dengan Keputusan Bupati
selambat-lambatnya 30 (tiga pululy) hari sejak Berita Acara Hasil
Musy /awarah mufa kat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7 ayat (7)
diterima oleh Bupati

fnggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan
dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.



{3i Susunan Kata-kata sumpah/janii anggota BPD adalah sebagai
berkut:
"Demi Allah (Tuhan}. saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
menienuhi kewajiban sava selaicu ane_gota BPD dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demwokrasi dan Umndang-undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan
selurus-lurusnya yang berlaku btgei Desa, Daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V
FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN
LARANGAN ANGGOTA BPD

.Pasal 9

BPD berfungsi menetapka n peraturan desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan a spirasi masyarakat

Pasal 10
BPD mempunyai wewenang:
a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa

dan Peraturan Kepala Desa;

e mengusulkan pengangkatan dan pemberhentlan Kepala Desa;

d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

& menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspiras: masyar-ikat;

f. menyusun tata tertib BPD; dan

Y mengelola keuangan BPD.

Pasal 11

BPD mem punyai hak'’
2. meminta k eterangan kepada Pemerintah Desa;

3

b. menyatakan pendapat.



Pasal iz

ang_gota BPU mem punyai hak :
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m engajukan rancangan Peraturan Desa;
mengajikan perianyaan;
menyampaikan usul dan pendapaf;
memilih dan dipilih; dan

memperoleh tunjangan.

Pasal 13

#Ainggota BPD mempunyai kewajiban :

a.

o

h.

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara - Republik I[ndonesia Tahun 1945 dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan; '

melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa;

mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan:
Negara Kesatuan Republik Indonesis;

menyerap, menamplng, menfrhlmpun dan memndaklanjut} aspirasi-
masyarakat;

memproses pemilihan Kepala Desz;

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelompeck dan golongan;

menghormati nilai-nilal sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat; dan

menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

‘kemasyarakatan;

bertempat tinggal dalam wilayah desanya sendiri.

Pasl i4

Pimpin.an dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan

sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pimpinan dan anggota BPD dilarang :

a. sebagai pelaksana proyek desa; :

b. merugikan Kkepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat lain; ;

c¢. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang,

barang dan/jatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengartihi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannye;

men yalah_sunakan wewenang; dan

¢ melanggar su mpah/iani jabatan.

£



BAB VI
ARKANISHE PENGAT BILAN XE PUTIRAN

U

y

asal 1S

Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

Rapat BPD sebagaimana dimaksud. pada ayat {1} dinyatakan sah
apabila dihadiri oleh sekurang-kuran_enya 1/2 (satu per dua) dari
jumlah ‘anggota BPD, dan k eputusan ditetapkan berdasarkan suara
terbanyak.

Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri
sekurang-kuran_enya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD,
dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kuran.enya
1/2 (satu per dua) dltambah 1 (satu) dari Jumlan anggota BPD yang
hadir.

H Rapat BRD ditetdpkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi
dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

® BAB VII
PEMBE.RHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Bagian Pertama
Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawarat an Desz

Pasal 16

Pimpinan dan anggota BPD berhenti karena :

a. meninggal duniz;

b.. permintaan sendirj;

c. diberhentikan.

Pimpinan dan anggota BPD diberhentikan sebagaimana dl”nakSLd

pada ayat {1) huruf c, karena:

a. berakhir masa jabatan dan telah diresm ikan a.ngbota BPD yang
baru; .

b. pindah penduduk = atau udak DertempaL tinggal 'di desa
pemilihannya;

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enamj bulan;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

e.. dinyataka in melanggar sumpah/janji jabatan;

1.

LddK [Ciaksaiakall Kewiajibai scbagal angpois o i,
-melanggar larangan bagi anggota BPD.

e



Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada avat
{1) huruf a, huruf b dan huwf ¢, ayat {2) huruf a, huruf b dan huruf
¢ diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupatli melalui Camat
setempat berdasarkan k eputusan musyawarah BPD.

Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d, hurui e, huruf { dan hurui g disampaikan oleh BPD
kepada . Bupati melaiu: Camat seiempat berdasarkan keputusan
musyawarah BPD vang dihadiii oleh 2/3 {dua per tiga) daii jumlab
ane_gota BPD.

Bagian Kedua
Penggantian Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 17 .

Penggant_ian antar waktu pimpinan dan an gga BPD antara lain karena:

.a.
b.
e

Dalarn  penyelenggaraan Pem
menyamparkan aspuasi baik sec:

meninggal dunia;

merigajukan pengunduran dirj;

pindah penduduk atau tidak bertémpat tinggal ~di Desa,
pemilihannya.

Pasai 18 ya

Pimpinan dan anggota BPD vyang berhenti atau diberhentikan
sebelum berakhir masa jabata nnya sebagaimana dimaskiid dalam
Pasal 17 diadakan penggantian.

Masa jabatan pimpinan dan anggota BPD pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu yang belum dijalankan
oleh pimpinan atau anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
Mekanisme penetapan pimpinen dan = anggota BPD pengganti
dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pengesahan pemberhentian pimpinan dan anggota BPD pengganti
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setelah dilakukan pemberhentian pimpinan dan anggotia BPD
sebagaimana dimaksud pada syat (4} Bupati meresmikan anggota
pengganti yang berasal dari calon anggota penggantiantar waktu.

.Calon anggota Pengganti Antarvvaktu. (PAW) adalah berasal dari

wilayah anggota yang diberhentikan.

BAR VIl )
TATA CARA MENG GALL, MENAMPUNG DAN MEYALURKA §
_ASPIRAST M ASVA_RAKAT

2 Pl 16

n  Desa, masyarakat berhak
ra lisan maupun tulisan kepada BPD.

(
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Pasal 20
BPD wajib menggali menampung dan meniaiu rkan aspirasi m.asyarakat
sebagaimana dimak sud dalam Pasal 19 sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-un dangan yang berlaku

Untuk menggali aspirasi masyarakat pada wilawa h yang diwakilinya,
anggota BPD dapat melaksanakian pertemuan secara berkala sekurang--
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 ({tiga) bulan pada wilayah yang
diwakilinya. '

Pasal 22

(1}  Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal’
20.dan Pasal 21 dibahas secara internal oleh BPD sesuai dengan tata
tertib BPD.

(2) Dbalam hal melakvkan pembdhagan  aspirasi masv arakat
sebad gaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat men, cundang
Pemerintah Desa atau warga masyarak ai ang menyampaikan
aspirasi dimaksud.

(3} Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaima na dimak sud pada
ayat (2), disampatkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

: BAB IX
5 KEUA_HGAN DAN ADMINISTRATIF BPD

Pasal 23

{1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunangan sesuai dengan
kemampuan keuangan desa. :

{2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

{1} Untuk kegistan BPD  disediakan
kemam puan keuangan desa yang dit

{2} -Biaya sebagaimana dimsksuid pada ay
dalam APB Desa.




Pasal 25

Hubungan kem BPD dengan Kepaia Desa dan Lembaga Kemasyar-ikatan
bersitat kemitraan. konsultatif dan koordinatif.

. BAB X
LEMBAGA KEMASYARAKATATY DAN TATA CARA PEMBENTUKAIINYA

Bag-ian Pertama
Nama dan Sebutan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan: sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini adalah Rukun Tetangga, -Rukun Warga, Pemberdayaan
Kesejahteraa m  Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan yang dibentuk lainnya.
Bagian Kedua
Tata Cara Mekanisme Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
dan Kelurahan

Pasal 27

(1} Tata cara mekanisme pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa:

2. lembaga Kemasyarakatan dibentuk di desa melalui musyawarah

desa; = o i _
b lembaga Kemasyarakatan yang diajukan oleh masyarakat dan
atau -diusulkan oleh Kepala .Desa dimusyawarahkan dan
disepakati serta hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara
yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan dibenarkan oleh
Kepala Desa; _
berita Acara musyawarah pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan dengan dilampirkan daftar hadir disampaikan
kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya dibahas dalam forum
BPD dan bila telah mendapat persetujuan ditetapkan menjadi
peraturan desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
(2} Tata cara mekanisme pembentukan Lembéga Kemasyarakatan di
Kelurahan.
a. lembaga Kemasyarakatan dibentuk di-Kelurahan atas prakarsa
masyarakat melaini musyawarah/muiiakat; i

b. lembaga Kemasya rakatan yang diajukan atas prakarsa
masyarakat, hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara vang
ditetapken oleh pimpinan musyawarah/m ufakat dan dibenarkan
cleh Luraly

¢)
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berita Acara musyawarah/niupakat pembentukan [Lembaga
Kemasyarakatan dengan dilampirkan daftar hadir disampaik an
kepada Lurah untuk selanjuinya dibahas dalam forum
Musyawarahh Kelurahan, bhila telah mendapat persetu juan
ditetapkan menjadi keputusan Lurah tentang pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan.

Musyawarah dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
di Desa dan Kelurahan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama,

R

tokoh adat, golongan profesi, p-erwakilan kelompok masyarakat sesuai .

dengan ruang lingkup dari masing-masing Lembaga Kemasiyarakatan.

BAB X1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 28
{1 Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa .dan

. Kelurahan_ adalah  mempercepat . terwujudnya  kesejahtergan-’

masyarakat Desa dan Kelurahan.

{2y  Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan
Kelurahan adalah:
a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. mengembangkan kemitraan;
d. mmemberdayakan :m'syarakat;

(&

mengembangkan ke.ciatan ‘lain sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi masyarak at setempat. '

BAB Xl
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

) 'Ba,f'an Pertama
Tugas, Fungsi dan K ewajiban I.embaga Kemasyarakatan di Desa dan
Kelurahan.

-

Pasal 29

{1}' Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa :-

1.1. Lembaga Xemasyarakatan yang ada di Desa bertugas
memban ti: Peme.rintah Desa dan merupakan nrtradalam
per . berda masyarakat meliputi :

2. penyu i

E——— A S
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melaksanakan, mengendalikan, memarifaatkan, memelinar
dan mengembangkan pemban_sunan secara partisipatif;
¢. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong
royong dan swadaya masyarakat;
;nenur buhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam
ngka pemberdayaan masyarakat.
§.2, doyn "raaga Kemasyarakatan yang ada di Desa berfungsi:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarak at dalam
pembangunan;
b. pénanam an dan pemnu pukan rasa persatuan dan kesatus o
masyarakat dalam - kerangka memperkokoh Ne’gé:a
Kesatuan Republik Indenesia;
<. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah
desa/Kelurahan kepada masyarakat;
4. penyusun rencana, pelaksana, pelestarian dan
péngembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e pengembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta
swadaya gotong royong masyarakat
{. peémperdayaan dan penmgkatan kesejahteraan kelu.arga
‘g, Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
1.3. Lembaga Kemassyarakat an yang ada di desa berkewajiban :
2. memegang teouh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menjalin hubungan Kemitraan dengan b’erbagaj -pithak
terkait;
¢. mentaati seluruh peraturan Perundang-undangan;
.d. menjaga etika dan norma dalam kehldupan bermasyarakat;
¢. membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
{2)° Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Kelhwahan :
2.1. lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai tugas
membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan,
Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan pemberdayaan-
masyarakat. :
2.2. lLembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai fungsi:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b.  penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan.
masyarakat dalam rangka memperkokch Negara Kesatuan
Republik Indonesia; -
peningkatan  kualitas &n  percepatan  pelayanan
- Pemerintahan k epada masyarakat;

(@)



(1)

A

N

by

pen yisun rencana, pelaixsana dan pengelola
pembanguxan  serta pemaniaar, pelestarian dan
pengembangan h.asil-hasil pemban_counan secara
partisipatif;

pengembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta
swadaya gotong royong masyarakat;

penggali, pendayagunaan dan pengembangan poten81
sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
pengembangan  kreatifitas, pencegahan  kenakalan,
penyalah_cunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
pemberdayaan dan peningkatan kese Jahteraan keluarga;
pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
dan

pendukung rmhedia komunikasi, informasi, sosialisasi
antara Pemerintali dan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mermpunyai kewajiban:

a.

I = I <A

memegang teguh ‘dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
UndanO-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun
1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

menjalin hubungan Kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
mentaati seluruh peraturan Perundang-un dangam;

menjga etika dan norma dalam k ehidupan bermasyarakat;
membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. .

8

BAB XIII
KEPENGURUSA N

Bagian Pertama
Susunan Pengurus

Pasal 30

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari

dan oleh anggota lembaga kemasyarakatan yang mempunyai
kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan
masyarakat. '

Ketua,
sesuai kebutuh.an masing-masing Lembaga Kennasyarakatan

(2) Kepengurusan lembaga Kemasyarakatan terdiii dari sedikit- dlkltnya
Wakil Ketua, Sekretaris, dan Rendahara serta  seksi-sekst



{1} Syarat-syarat Pen.curus Lembaga Kemasyarak atan di Desa dan
Kelurahan adalah sebagai berikut :

1

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undan g Dasar 1945;

¢. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh

g.

pengabdian kepada masyarakat;

. mempunyal kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan

membangun; 3 ;
terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di
desa yang bersangkutan sekurang-kuan,enya 6 (enam) bulan,
menyatakan kesediaannya baik secara tertulis maupun lisan waktu
dipilih d‘én ditetapkah sebagal pengurus;

memiliki p?e'ndidikan seren dah-rendahnya SLTP atau sedera jat.

{2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh dirangkap dengan
jabatan struktural di Pemeri ntahan Desa.

(3) Pengurus boleh dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau anggota
TNI/Polri.

Bagia .0 Ketiga
Masa Bhakti Pengurus

Pasal 32

Masa bhakti kepen_curusan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

keputusan berlaku, dan Ketua Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan . |

"dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnva.



Syarat-syarat keanggotaan
Pasal 33

Syarat-syarat menjadi anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan

a. warga Desa dan Kelurahan yang tinggal di Desa/Kelurahan tersebut
sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut
tidak terputus;

b. sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam Lembaga
Kemasyarakatan tersebut.

Bagian Kedua
Hak Anggota

Pasal 34

Hak anggota Lembaga Kemasyarak atan di Desa dan Kelurahan adalah :

a. menghadiri musyawarah yang dilaksanakan oleh masing-masing
‘Lembaga Kemasyarakatan;

b. menyampaikan usul, pendapat dan saran,

c. © memilih dan dipilih-menjadi pengurus.

Ba gian Ketiga
Kewajiban anggota
Pasal 35

Kewajiban anggota Lembaga Kerasyarakatan di Desa dan Kelurahan

adalah : ’ ’

a. menghayati, mengamalkan dan mengamanian Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945; i

b. mempertahankan dan memelihara Negara  Kesatuan Republik
Indonesia; - - 2

c. mematuhi segala keputusan yang ditetapkan dalam Lembaga
Kemasyarakatan. = .



BAB XV
ATA KER.JA DAN HUBUNGAN XERJA

+

Bagian Pertama-
Tata Kerja

‘Pasal 36

(1} Dalam melaksanakan tugas dan f{ungsinya, pen.curus Lembaga
Kemasyarakatan -‘di Desa/Kelurahan - bertang cungjawab kepada
Kepala Desa/Lurah.

(2) Kepen,curusan lembaga kemasyarakatan berakhir dengan sendirinya
setelah masa pengabdian dan pelaksanaan tugasnya telah
dipertanggungjawabkan dan diterima dalam musyawarah
Desa/Xelurahan serta pengurus yang baru telah terpilih/ditetapkan.

(3) Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dapat mengadakan
pertemuan dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala
Desa/Kelurahan sedikit-dikitnya satu kali dalam satu tahun.

1

Bagian Dua
Hubungan Kerja

Pasal 37

(Ii Hubungan Kerja antzara Lembaga Kemasyarakatan dengan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif
dan koordinatir’. i

{2} Hubungan Kerja antar Lembaga'.}(emasyare_tkatan'ber'sifat koordinatif
dan konsultatif. : '

(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga
bersifat kemitraan.

(4% Memfa silitasi pembentukan Forum, Asosiasi atau sebutan lain dari
masing-masiiig Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XVI1
SUMBER DATYA

Pasal 38
Dana Kepiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
bersumber dari : = '
a. swadaya masyarakat; -
b. Anggaran Pendapatan dar Belanja Desaz;
¢. bantuan Pemerintah. Pemerintah Propinsi dan Pemerinta h Kabupater;
d. bantuian lain ya ng sah dan tidak mengikat.

n



TEABLNAAYN DAN PENGAWASAN

Pasal 392
{1} Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi
penyelenggaraan lembaga Kemasyarakatan.
{2) Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan;
b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pe-mbangunan

partisipatif;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelengbaraan Lembaga
Kemasyarakatan;
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan el Lembaga
Kemasyarakatarmn;
2. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh Lembaga
Kemasyarakatan.
{3; .Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada a y a.t
¢ (1) meliputi: :
a. memfasilitast peiaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan;

1

b. memfasilitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif;

=. memfasilitasi lkerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan
kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

d. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga
Kemasyarakatan;

e,_memfasmta& koordinasi antara unit kerja pemerintahan dalam

pengembangam Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XVII
K ETENTUAN PERALTHAN

Pasal 40 -

Badan Permusyawaratan Desa (BPD] dan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) vang dibentuk sebejum berlakunya Peraturan Daerah
ni dinyatakan tetap berlaku sepanjang masa bhaktinya belum berakhir,
serta wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya selambat-
{aribainya l{satu} tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlak u.



Pazal 41

Ketentu air iebih lanjut mengenai teknis pelak-sanacn Peraturan Daerah ind

diatuir dengan Peraturan Bu paii

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlalcu pada tanggal diundangkari.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
" Peraturan Daerah ini dengan penempatannya .dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di  Lotu
pada tanggal % Dcsembt{ 2012

BUPATI NIAS UTARA,
ttd.

EDVARRD ZEGA

P3|



PENJELASAN
ATAS
PERA’I‘{ERA:‘I DAER AH K ASUPATEN WLAS UTARA
ORIOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN PERVMIUSYAVWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYA RAECATAN DESA/KELURAHAN

Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
bervvenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat,
. yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemeriniahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. " i

Desa yang merupakan daerah yang memiliki otonomi asl
memiliki kewenangan untuk mengatur dan men_curus kepentingan
masyarakatnya. Kepala Desa sebagai badan eksekutif Desa
mempertanggung jawabkan pekerjaannya untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat kepada rakyatnya melalui Badan
Permusyawaratan Desa sebagai Badan Legislasi. Jadi sebagai upaya
‘perwujudan demokratisasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan
Désa sesuai dengan budaya yang berkembang di desa.

Apabila direfleksikan kebelakang, pada era peiaksanaan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka dalam
upaya perwujudan demokratisasi di desa dibentuk Lembaga Musyawarah
Desa (LMD), yaitu Lembaga Permusyawaratan/pernmufakatan yang
keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-
lembaga -kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang
bersangkutan. Dalam ssoi pemerintahan desa, LMD termasuk dalam
susunan organisasi Pemerint ah Desa, vang mana hal ini berimplikasi pada
beberapa kedudukan yaitu :

1. Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua LMD.
_2. Sekretaris Desa kareha jabatan nya menjadi sekretaris LiviD.
3. Kedudukan Kepala Desa dan LMD tida k sejajar.




Akibat keadaan tersehs: di atas. fungsi iMD sebagal wahana
perwujudan demok rasi menjadi mandul, karena dalam posisi vang
strateois diduduki oleh pejabat Pemerintah Desa sehingga berbagai
keputusan yang dibuat sangat hesm kemungkinan untu k diinterfe isi oclek
Pejabat daii Pemerintah Desa. Jadi seakan-akan LMD itu merupakan
lembaga untuk mele_cimitasi segala L ebijakan yang dibuat oleh Pemerintah
Desa.

Melihat adanya beberapa kelemahan dan bias pengaturan dalam
Undang-undang Nomor S Tahun 1979 feﬂtalﬂg Pemerintahan Desa,
khususnya dalam pelaksanaan dem okratisasi di desa melalui LMD. maka
di era reformasi dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, semuanya mengharapkan agar
pelaksanaan  wahana  Demokratisasi  didesa  melalui  Badan
Permusyawaratan Desa dapat menjalankan tugas sebacalmana yang
diamanatkan oluh Undang-undang tersebut.

Hal Varig mendasar dalam reformasi pemerintahan termasuk
dalam penyelenggaraan ‘Pemerintahan Desa adalah mendorong untuk
memberdayakan thasyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,
meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan
fungsi Lembaga Permusyaw:iaratan Raksjat sehingga akan terwujud
pemerintahan yang kuat dan demokratis.

Dalam rangka pelaksanaan hal-hal mendasar tersebut di atas
dan  sebagai perwujudan  demokrasi didesa dibentuk Badan
Permusywaratan Desa yang sesu ai dengan budaya yang berkembang di
desa yang bersangkutan yang bafungsi sebagai lembaga legislasi dan
pengawasan .dalam -hal ‘pelaksanaan Pgaturan' Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Namun untuk mewujudkan Pemerintiahan Desa yang kuat tetapi
demokratis dengan clean govermment dan good government dalam rangka
pelaksanaan paradigma baru, maka harus dapat diperhatikan
keseimbangan kekuasaan dan kewenangan antara lembaga eksekutif dan
lembaga legislatif di desa.

POSISI STRATEGIS BADAN PERMUSYAWARATAN I SA

Salah satu muatan yang terkandung dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam upaya
lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legisiasi, sehingga susunan
Pemerintahan Desa otonom -~ BPD dipisahkan dari Pemerintah Desa,
dengan maksud untuk lebih mem berdavakan BPD dan meningkatlian
pert anggungjawaban Pemerintah Desa kepada ralcrat.



Untirk menindaklanjuti hal tersebul iebih jauh, maka dalam
sistiim  Pemerintahan Desa antara Pemerintair Desa dengan Badan
Permusyawaraian Desa juga harus dipisahk an. sehine_ga amanat dari
Undang-undan.g Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dapat direalisasikan.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 209 Undanc—undanc
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tungsi BPD
adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, mengayomi
adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta
melaicukan pengawasan terhadap penyelene_garaan Pemerintahan Desa
seperti pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Melihat be_situ besarnya peran BPD dalam rangka pemberdayaan
pemerintahan - desa beserta masyarakatnya, maka dalam penyusunan
suatu Peraturan Daerah mengenai BPD harus dapat menampung jiwa dan
semangat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004, jangan sampai Perda tersebut malah mengkebiri peran dari
BPD sehingga kita kembali ke era pelaksanaan Undang-undang Nomor . 5
Tahun 1979 dan jangan pula dalam Perda dimaksud menyebabkan BPD
seakan-akan menjadi perguasa tunggal di desa.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu
prinsip dasar sebagai landasan pemikirarni pengaturan mengenai Desa
yaiti pemberdayaan masyarakat yang mempunyai makna bahwa

penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa _

ditijukan untuk meningkatkan taraf hidup dan keejahteraan masyarakat
Desa.

Untuk- kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa
dan Keiurahan dapat dibentuk Lembaga Kem asyvarakatan yang bertugas
untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurabhan dan merupakan mitra
dalarn pemberday/aan masyarakat, yang beriungsi- sebagai wadah
partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi
dan transparansi pemban.cunan pada tingkat masyarakat serta untuk
mendorong dan memotifiasi masyarakat agar lebith akii{ dalam mendukung
terselenggaranya tugas-tugas Pemenin.tahan Desa dan Kelurahan.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan kelurahan
harus di dasarkan pada pe-timbangan bhahwa kehadiran Lembaga
Kemasyarakatan tersebut sangat dbutuhka n oleh masyarakat dengan
maksud dan tujuan yang jelas dan ‘kegiatannya tidsk fumpang tindih
dengan !.embaga lain yang sudah ada.




PASAL DEMI PASAL

Pasal i
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasai 3
Cuikup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cu kup jelas’

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal &
Pedoman dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa serta Tata Cara
mena mpung/menyalurk an aspirasi masyarakat diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Desa yang berpedoman -pada Peraturan Daerah
tentang Pedoman dan ‘Mekanisme Pembentukan Penyusunan
Peraturan Desa sebagaimana diamanatkan ‘pada Pasal 62 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005!

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Haruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jeias
Huruf e
Cukup jelas
Hurufs
Tata tertib BPD disusun dan ditetapkan oleh BPD.
Pasal 11

6)“
w

Cu kup jel



Paszal 12
Cukwp jelas
Pasai 13

Hurufl a

Cukup jeias
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
- Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala
Desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan
calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon
Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa,
terpilih  kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala
-‘Desa terpilih.
¢ Huruff
Cukup jelas
Hurufg
Cukup jelas
FHuruf b
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal i5

Ayat (1)
.Cukup jelas

Avat (2}
Cukup jelas

Ayat (3}
Yang dimaksud aencan “hat tertentu ‘adalah rapat BPD yvang
akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat
prinsip dan strategis taei kge rfingan masyarakat desa seperti
usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

vat {4)
° Cukso as
Pasal 16

Cukupjelas



Pasai 17

Cuk up elas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Culzup jelas
Pasal 2T
Cukupelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas ¢
Pasal 25
Cu kup jelas
Pasal 26
Culaap jelas
Pasal 27

Cuikup jelas
Pasal 28&
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1) dan (2}
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat
dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan
sukarela.

"Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau
keyakinan pada dirinya bahwa dia memfzunyai_ kemampuan,
bias berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material
lainniya.



Yang dxmaksuc dengan “kepedulian” adalah sik ap atau perilaku
sesecran.g tervhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan
strategis dengan citi keterkaitan, keing-inan dan aksi untuk
melak uican sesu atu ke_ciatan

Ayat (2)

Kepengurusan dapat. ditexmbah beberapa wakil ketua, wakil
sekretaiis, wakil bendahara sesuai dengan k ebutuhan Lembaga
Kemasyarakatan.

Pasal 31
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Pegawai Negeri atau anggota TNI Polri glang tinggal di
desa/kelurahan yang tidak memiliki jabatan struktural di
Pemerintahan maupun di TNI/Polri.

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Hurufa
Kecuali bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang berdomisili tetap
di Desa/kelurahan e‘seout secara turun temurun
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 34 .
Hak-hak yang belum diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut
ditetapkan tersendiri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
Lembaga Kemasyarakatar.

Pasal 35 :

' Kewajiban yang belum diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut
ditetapkan tersendiri sesiai dencan perkembangan dan kebutuhan
Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 36
Ayat (1) .

Pertanggungjawaban lembaga WKemasyarakatan di Desa/Kelurahan
disampaikan kepada kepala desa/lurah melalui forum Musyawarah
DesajKelurahan.”

Ayat (2}

Cukup jelas




Ayat (3)
Cukup jelas
Pasai 37
“Ayat (1)

Yang dimaksud bersiiat kemitraan adalah mengembangkan kerja
sama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling
mern, Ssi

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini
adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyvawarah
dan koordinasi yang intensif dalam pelak sanaan ke_ciatan

Yang dimaksud dengan bersifat konsuitatif pada ketentuan ini
adalah bahwa  lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyawarah
dan konsultasi yang intensif dalam pelak sanaan kegiatan.

-Ayat (2), (3),(4)
Cukupjelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

_Pasal 40
Cukup IJelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOiVIOR



